
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG 

JAWAB, TUKANG GIGI DAN PERMENKES NOMOR 

39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, 

PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN 

TUKANG GIGI 
 

A. TANGGUNG JAWAB  

1. Definisi Tanggung Jawab  

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia 

adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga 

bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah 

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala 

sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
1
 

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan 

etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.2
 Selanjutnya menurut 

Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 

memberi pertanggungjawabannya.3
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Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi 

menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal 

dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan  (lilability without  based 

on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability 

without fault) yang dikenal dengan tanggung  jawab risiko atau tanggung 

jawab mutlak (strick liabiliy).4   

Prinsip dasar pertanggung jawaban  atas dasar kesalahan 

mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia 

melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip 

tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan 

lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko 

usahanya.   

Jadi, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang 

dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban 

maupun panggilan hati seseorang. Yaitu sikap yang menunjukkan 

bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yg 

sangat tinggi. 

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah 

merupakan bagian dati kehidupan manusia, bahwa setiap manusia 

pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau 

bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung 

jawab itu. Dengan demikian, maka  tanggung jawab dapat dilihat dari 
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dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan 

pihak lain. 

Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab 

(berbudaya). Manusia akan merasa bertanggung jawab karena ia 

menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu, dan 

menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau 

pengorbanannya. 

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan 

rasa tanggung jawab diantaranya adalah melalui takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, pendidikan dan keteladanan.
5
 

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab  

Maka prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut adalah:
6
 

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan 

(liability based on foult) adalah prinsip yang cukup umum berlaku 

dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, Pasal 

1365, 1366, 1367 prinsip-prinsip ini di pegang secara 

teguh.prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya, Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai 
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Pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum mengharuskan 

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :  

1) Adanya perbuatan; 

2) Adanya unsur kesalahan;  

3) Adanya kerugian yang diderita;  

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.  

b. Praduga Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab sampai ia dapat 

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada 

si tergugat. Tampak beban  pembuktian terbalik (omkering van 

bewijslas) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini 

ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. dasar pemikiran dari teori Pembalikan 

Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai 

yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.  

Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak 

bersalah yang lazim dikenal dalam hukum pidana. Namun jika 

diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan tampak, 

asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini maka yang 

berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak 

pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus 

menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja 



konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan 

gugatan.  

Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk 

digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukan 

kesalahan tergugat. Prinsip tersebut seiring dengan perkembangan 

caveat emptor (konsumen harus berhati-hati)  ke caveat venditor 

(tanggung jawab kehati-hatian pada produsen), dimana ingin 

meletakkan aspek keadilan dalam perlindungan konsumen.  

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab  

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab 

hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat 

terbatas, dan pembatasan demikian biasanya common sense dapat 

dibenarkan.
7
 Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada 

hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi 

kabin/ bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si 

penumpang (konsumen) adalah tanggug jawab dari penumpang. 

Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta 

pertanggungjawabannya.  

d. Tanggung Jawab Mutlak  

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering 

diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute 

liability) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan 
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kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan, strict 

liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan 

kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada 

pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk 

dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan memaksa 

(force majeure). Sebaliknya absolute liability adalah prinsip 

tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.   

Ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan 

perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan 

kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan 

kesalahannya. Pada strict liability hubungan itu harus ada, 

sementara pada absolute liability hubungan itu tidak selalu ada. 

Maksudnya, pada absolute liability dapat saja si tergugat yang 

dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung 

kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).
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e. Pembatasan Tanggung Jawab  

Pembatasan adalah prinsip tanggung jawab dengan 

pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 

dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar 

yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, 

ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau 
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rusak (termasuk akibat kesalahan petugas) maka si konsumen 

hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu roll 

film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan 

konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya 

pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula 

yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal 

tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus 

berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang jelas.  

3. Macam-macam Tanggung Jawab  

Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia 

atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa 

jenis tanggung jawab diantaranya : 

1. Tanggung Jawab terhadap diri sendiri 

contoh : Andi membaca sambil berjalan lalu ia terjatuh, akibatnya 

ia harus beristirahat dirawat di rumah dan tidak sekolah. 

Konsekuensi tidak bersekolah dan tinggal di rumah adalah 

tanggung jawab terhadap diri sendiri.  

2. Tanggung jawab terhadap keluarga. 

contoh : seorang ibu hidup dengan tiga anak, karena suaminya 

meninggal dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

anak-anaknya, walapun harus menjadi pelacur sekalipun, karena 



demi memberikan kehidupan dan bertanggung jawab atas ketiga 

anaknya. 

3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 

contoh : seorang ketua RT yang menjabat saat itu di daerah tempat 

tinggalnya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

kesejahteraan warganya. misalnya saja bila pada saat hari raya 

qurban, ketua RT setempat harus sudah mempunyai data warga 

miskin yang akan menerima santunan qurban. ketua RT juga harus 

sigap membantu bilamana ada warganya yang meninggal dunia, 

lalu ketua RT juga menggerakan ibu-ibu PKK ditempatnya untuk 

membangun pos kesejahteraan untuk kesehatan, lingkungan dan 

pendidikan untuk warganya. 

4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara. 

contoh : pada zaman penjajahan dahulu, para pemuda Indonesia 

bertanggung jawab untuk membela negara, turut berperang untuk 

memerdekakan negara kesatua republik Indonesia. Para pemuda 

sangat ingin memiliki kebebasan dalam bernegara, maka para 

pemuda menanamkan dalam hatinya mempunyai tekad yang kuat 

untuk membela negara dan bertanggung jawab atas semua 

permasalahan yang ada di negara Indonesia. 

5. Tanggung jawab terhadap Tuhan.  

contoh : manusia telah di beri kehidupan yang sangat mencukupi 

dan layak. semua itu atas pemberian sang pencipta yaitu Allah 



SWT. Allah sangat pengasih, penyayang dan pengampun. Allah 

pun tak meminta hal-hal yang menyusahkan manusia untuk 

mewujudkan rasa bersyukur manusia terhadap semua kebaikan-

Nya. Manusia hanya diperintahkan untuk Shalat 5 waktu dan 

beramal sholeh, berbuat baik sesama manusia dan berbuat baik 

kepada Allah SWT. semua yang diberikan Allah SWT sudah 

sepatutnya menimbulkan rasa tanggung jawab manusia kepada 

Allah SWT. tanggung jawab untuk menunaikan semua yang 

diperintahkan-Nya dan meninggalkan yang dilarang-Nya. 

Tanggung jawab untuk menjalankan sholat 5 waktu dan amalan 

yang baik lainnya. Menjaga alam yang sdah diciptakan, diberikan 

Allah dengan sukarela, merawatanya untuk kehidupan selnjutnya 

adalah sebuah bentuk tanggung jawab dan ungkapan rasa bersyukur 

yang tiada tara kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. 

Diantara banyaknya tanggung jawab tersebut, bahwa kita 

harus melakukan semua tanggung jawab kita dengan iklas dan akan 

mendapatkan hak kita pada saat nya setelah kita melakukan semua 

tanggung jawab kita.
9
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B. TUKANG GIGI  

Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi 

wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau 

dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi 

Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Izin tukang gigi 

tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 

memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (3) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. 

Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila Pasal 6 

ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014: 

a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak 

menyebabkan kesakitan dan kematian; 

b. Aman; 

c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat; dan 

d. Hidup dalam masyarakat. 

Pekerjaan tukang gigi tersebut hanya berupa Pasal 6 ayat (2) 

Permenkes Nomor 39 Tahun 2014:  

a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau 

penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic 

yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; 

dan 

b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau 

penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic 

dengan tidak menutupi sisa akar gigi. 

 

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. 

Dalam Pasal 9 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 juga sudah diatur dengan 

tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain 

kewenangannya tersebut. 



Pasal 9 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014: 

Tukang Gigi dilarang: 

a. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang 

diatur dalam Pasal 6 ayat (2); 

b.  Mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain; 

c. Melakukan promosi yang mencantumkan 

pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat 

(2); dan 

d.  Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.  

 

Jika tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan di atas, 

maka tukang gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah 

daerah kabupaten/kota berupa: 

a.    teguran tertulis; 

b.    pencabutan izin sementara; dan 

c.    pencabutan izin tetap.  

Pasien yang merasa dirugikan atas jasa yang diberikan oleh 

tukang gigi dapat meminta ganti rugi kepada tukang gigi. 

Perbedaan antara Dokter Gigi Dengan Tukang Gigi (Ahli 

Behel). Jika mendengar tukang gigi dan dokter gigi, jelas beda 

sekali.Tukang gigi adalah yang ahli memasang gigi palsu dan urusan 

pergigian,hasilnya tergantung orangnya, beberapa orang bisa lebih baik 

pasangan giginya dari seorang dokter gigi hasil memasang gigi palsunya, 

Karena sudah mahir dan berpengalaman dibanding dokter gigi yang masih 

baru praktek misalnya. 

Dokter gigi, ya tukang ahli gigi juga, tetapi ilmunya didapat dari 

pendidikan formal,dan mengetahui seluk beluk gigi dari A sampai 



Z.  Tetapi dalam hal menempel  gigi  palsu, hasilnya kelihatan sama saja 

toh, gigi palsu terpasang di geraham seseorang. 

Berikut beda dokter gigi dengan ahli gigi (tukang gigi/ahli behel): 

a. Segementase Kelas 

Segmen tukang gigi masyarakat kelas menengah ke 

bawah,  sedangkan dokter gigi kelas menengah ke atas. Tidak 

mungkin pengusaha kaya memasang gigi palsu ke tukang gigi. Juga 

kecil kemungkinan si miskin memasang gigi palsu ke dokter gigi. 

Bukan karena lebih percaya kualitas tukang gigi, tetapi biaya dokter 

gigi jauh lebih mahal daripada tukang gigi.  

b. Kewenangan 

Tukang gigi hanya boleh membuat sebagian/seluruh gigi 

tiruan lepasan dari akrilik dan memasang gigi tiruan lepasan (pasal 2 

ayat (2) Permenkes Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011). Tukang gigi 

tidak  boleh nambal, mencabut gigi, memasang gigi palsu permanen, 

membuat resep, dan lain- lain. Artinya, kewenangan tukang gigi 

sangat dibatasi. 

Dokter gigi, memiliki kewenangan yang disebutkan dalam 

Pasal 35 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang meliputi: 

1. mewawancarai pasien; 

2. memeriksa fisik dan mental pasien; 

3. menentukan pemeriksaan penunjang; 

4. menegakkan diagnosis; 



5. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; 

6. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; 

7. menulis resep obat dan alat kesehatan; 

8. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; 

9. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan 

10. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di 

daerah terpencil yang tidak ada apotek. 

c. Pengakuan Undang-Undang 

Dokter gigi yaitu dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan 

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran 

gigi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 

Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Tukang gigi, mereka yang melakukan pekerjaan di bidang 

penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai 

pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi. Adapun 

kemampuan dari tukang gigi ini hanya berdasarkan pada pengetahuan 

yang diwariskan secara turun-temurun.
10

 

C. PERMENKES NO. 39 TAHUN 2014 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi  

1. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata 

bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, 
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pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. 

Pengertian pembinaan menurut para ahli: 

a. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, 

ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur 

dan terarah. 

b. Menurut Mathis, pembinaan adalah suatu proses dimana orang-

orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan 

berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara 

sempit maupun luas. 

c. Menurut Ivancevich, mendefinisikan pembinaan sebagai usaha 

untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya 

sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. 

Sehubungan dengan definisi tersebut, 

Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan 

adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja 

seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja 

organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan 

yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan 

berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk 



menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik 

untuk berhasil dalam pekerjaannya.  

Pembinaan juga dapat diartikan :  bantuan dari seseorang atau 

sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok 

orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat 

mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang 

diharapkan.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, 

dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan 

pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan 

pengendalian
11

. 

 Pembinaan yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 39 

tahun 2014 yaitu pembinaan terhadap Tukang Gigi seperti pada Pasal 

10 ayat (1) sampai (3) yaitu:  

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat 

daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi 

melakukan pembinaan dan pengawasan 

pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan 

kewenangan masing-masing.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1) diarahkan untuk menjamin perlindungan 

konsumen  

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal (1) dapat berupa:  

a. Supervisi secara berkala; dan  
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b. Pengarahan dan/atau penyuluhan secara 

berkala.  

2. Pengertian Pengawasan  

Pengertian Pengawasan Menurut Para Pakar, sebagai berikut : 

a. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap 

usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan 

dan sasaran yang hendak dicapai. 

b. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah 

proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

c. Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian 

Pengawasanyaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin 

agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan. 

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana 

penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, 

penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi 

keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa 

yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan 

sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran 

tentang hasil yang ingin dicapai. 



Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang 

erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan 

dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan 

ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa 

perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang 

sama. 

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka 

pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada 

pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana 

tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya 

penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa 

ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya 

pengawasan. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan 

pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur 

pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi 

dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu 

penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu 

anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang 

menyimpang dari rencana. 



Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi 

sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, 

sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. 

Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat 

lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. 

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut : 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana 

tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa 

yang dihasilkan. 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

organisasi (pemerintah). 

Sekian mengenai pengertian pengawasan dan tujuan 

pengawasan, semoga tulisan saya mengenai pengertian pengawasan 

dan tujuan pengawasan dapat bermanfaat.
12

 

Dalam pengawasan Tukang Gigi sudah di jelaskan dalam 

Permenkes Nomor 39 tahun 2014 Pasal 10 ayat (4):  

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak 

melakukan pekerjaan diluar kewenangan 
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yang telah di tetapkan dalam Peraturan 

Menteri ini.  

3. Pengertian Perizinan  

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda 

daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak 

digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah 

laku para warga.
13

 Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai 

dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat 

juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :
14

 

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang 

lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan 

untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.  

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-

batas tertentu bagi tiap kasus.  

Pada umumnya sistem izin terdiri dari
15

 :  

1) Larangan.   

2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).  

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.  

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:
16
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a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang 

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang 

menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-

undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa 

(relaxation legis).  

b. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 

menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk 

menjalankan suatu perusahaan denngan izin khusus atau 

istimewa.  

c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan 

yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali 

sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, 

tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada 

konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. 

Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara 

lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan 

kewajiban serta syarat-syarat tertentu. 

Motif dan Tujuan Perizinan  

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk 

pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-
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ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh 

yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.  

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
17

  

a) Dari sisi pemerintah  

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :  

1) Untuk melaksanakan peraturan   

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan 

tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak 

dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.  

2) Sebagai sumber pendapatan daerah  

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara 

langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena 

setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 

retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang 

retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai 

pembangunan.  

b) Dari sisi masyarakat  

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah 

sebagai berikut:  

1) Untuk adanya kepastian hukum.  

2) Untuk adanya kepastian hak.  
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3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang 

didirkan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-

tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-

undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.   

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat 

berupa:
18

 

a) Mengendalikan perilaku warga  

b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup  

c) Melindungi objek-objek tertentu  

d) Membagi sumber daya yang terbatas  

e) Mengarahkan aktivitas  

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, 

dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:
19

 

a) Instrumen yuridis  

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk 

ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa 

konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan 

dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.  

b) Peraturan perundang-undangan  

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan 

tindakan hukum permerintahan,sebagai tindakan hukum 
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maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas 

legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi 

tidak sah,oleh karena itu dalam hal membuat dan 

menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan peruUUan yang berlaku, karena 

tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut 

menjadi tidak sah.  

c) Organ pemerintah  

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan 

urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah.Menurut Sjahran Basah,dari badan tertinggi sampai 

dengan badan terendah berwenang memberikan izin.  

d) Peristiwa konkret  

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk 

ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam 

menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa 

kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 

orang tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.  

e) Prosedur dan persyaratan  

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh 

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah,selaku 

pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi 



persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah atatu pemberi izin.prosedur dan 

persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, 

syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan 

kondisional,konstitutif,karena ditentukan suatu perbuatan 

atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) 

dipenuhi,kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan 

dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah 

laku yang disyaratkan itu terjadi. 

D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  

Terdapatnya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku 

usaha tentu berpeluang timbulnya sengketa antara kedua belah pihak. 

Untuk mengakomodasi sengketa yang ditimbulkan tersebut, pihak 

konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang menyelesaikan  sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

atau melalui jalur peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.    

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:  

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat 
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum.  

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 
melalui pengadilan atau di luar pengadilan 



berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa.  

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak 

menghilangkan tanggung jawab pidana 

sebagimana diatur dalam undang-undang.  

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan gugatan melalui 

pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu 

pihak atau para pihak yang bersengketa.  

Berkaitan dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dua cara yaitu 

lembaga penyelesaian sengketa konsumen (luar pengadilan) atau 

lembaga peradilan.  

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court) 

yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar 

proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan emikian 

BPSK hanya menerima perkara yang nilai  kerugiannya kecil. 

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak 

ketiga (pengacara) sebagai wakil dari pihak yang bersengketa tidak 

diperkenankan. Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali 

bertentangan dengan hukum yang berlaku.
20

  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga 

penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum, lembaga ini 
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memfasilitasi gugatan komsumen terhadap pelaku usaha yang merasa 

dirugikan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga 

yang dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II untuk menyelesaikan 

sengketa konsumen di luar pengadilan. Selain itu, tugas dan wewenang 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian 
sengketa konsumen,  

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau 

konsiliasi;  

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman 

klausula baku;  

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi 
pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;  

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak 
tertulis, dari konsumen tentang terjadinya 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa 
perlindungan konsumen;  

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah 

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan 

konsumen;  

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan 
/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui 

pelanggaran terhadap undang-undang ini;  

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan 
pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, 

yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan 

Penyelesaian  

Sengketa Konsumen;  

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, 
dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan 

dan/atau pemeriksaan;  

k. Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya 

kerugian konsumen;  



l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaaran terhadap perlindungan 

konsumen;  

m. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan undang-undang 
ini.  

Macam-macam penyelesaian sengketa di Indonesia lembaga 

peradilan adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara 

hukum Republik Indonesia.Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah 

satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 

pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya 

diserahkan pada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas 

negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat 

pembawaan dari pada setiap peradilan, hanya batas dan isi kebebasannya 

dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. 

Tuntutan akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

terlepas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya adalah tuntutan yang selalu 

bergema dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dari waktu ke  waktu, 

betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang bebas ini tidak dapat 

dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang mengharuskan bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara 



kekuasaan (machtstaat). Dari konsepsi negara hukum sebagaimana 

dikemukakan, maka dalam praktek ketatanegaraan Indonesia harus secara 

tegas meniadakan dan melarang kekuasaan pemerintah untuk membatasi 

atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang 

telah dijamin dalam konstitusi tersebut. 

Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, 

penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam
21

: 

1. Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa 

menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang 

berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh 

pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan 

menang (win-lose). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam 

kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase. 

2. Proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa 

menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama 

(cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan 

keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil 

keputusan sama-sama bersifat menang (winwin). Proses penyelesaian 

sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi 

konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral 

3. Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya 

adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, 
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sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang 

dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk  

dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (mini 

trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury trial), evaluasi 

netral secara dini (early neutral evaluation). 

Beberapa tahun berikutnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(Alternative Dispute Resolution) mulai diterapkan secara sistematis.Hakim 

seringkali memerintahkan kepada para pihak untuk ikutberpartisipasi 

dalam suatu persidangan. Peraturan di pengadilansenantiasa mensyaratkan 

para pihak untuk menyelesaikan kasus-kasustertentu (seperti: malpraktek) 

diselesaikan melalui arbitrase, bahkan dibeberapa pengadilan, pihak-pihak 

disyaratkan untuk mencoba terlebihdahulu menyelesaikan sengketa yang 

timbul diantara mereka melalui caramediasi sebelum menempuh jalur 

pengadilan. 

Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru dikenal di 

Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa 

secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya 

menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian 

dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena 

keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan 

musyawarah mufakat. 

Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam 

beberapa dekade yang lampau jika ada sengketa , pada umumnya para 



pihak yang bersengketa tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan 

ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana. Jika 

pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, 

para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat 

melalui pengadilan.Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang 

mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan 

dalam Pasal 1865 KUHPdt yang mengemukakan bahwa: 

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 

sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri 

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk 

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak 

atau peristiwa tersebut. 

Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga 

peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak 

penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, 

penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai 

gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan 

istilah Actor Secuitor Forum Rei
22

. 

Mekanisme penyelesaian sengketa (bisnis) yang sifatnya 

konvensional/ tradisional sangat dibatasi oleh letak geografis dan hukum 

tempat aktivitas bisnis dilakukan. Penentuan mengenai hukum serta 

pengadilan (yurisdiksi) manakah yang berwenang memeriksa/ mengadili 

suatu sengketa, sering menjadi masalah pada saat para pihak akan 
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membuat suatu kontrak, sekalipun akhirnya, dalam transaksi konvensional 

penentuan hukum mana yang akan berlaku relatif lebih mudah ditentukan. 

Pertama kali istilah ADR muncul dewasa ini juga dikenal beberapa 

istilah untuk ADR, antara lain : Pilihan Penyelesaian sengketa (PPS), 

Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan 

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dan Mekanisme penyelesaian 

sengketa  kooperatif. 

Sebagai dasar utama dalam hal penyelesaian sengketa, secara 

ringkas bisa dikatakan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan 

dengan 2 (dua) jalur yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Kedua jalur 

tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Bentuk- bentuk alternative Penyelesaian Sengketa  

1) Arbitrase  

Berdasarakan Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 

menentukan bahwa pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian 

suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa. Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu 

“arbitrare”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah 

lainnya yang memiliki maksud yang sama, misalnya perwasitan atau 

Arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), Arbitrage atau 

schiedspruch (Jerman), arbitrage (Perancis), kesemuanya memiliki 

arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut 



kebijaksanaan. Istilah arbitrase “menurut kebijaksanaan” dapat 

menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena seolah-olah 

seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu 

sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan 

menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada 

kebijaksanaan. 
23

 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 

menentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

hanya sengketa di 25 bidang perdagangan dan mengenai hak yang 

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Menurut Abdul Bari Azed 

yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah 

sebagai berikut:  

a. Perniagaan, Perniagaan adalah kegiatan 

tukar menukar barang dan jasa atau 

keduanya. 

b. Perbankan, Perbankan adalah kegiatan yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 

lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.  

c. Keuangan, Keuangan adalah mempelajari 

bagaimana individu, bisnis, dan organisasi 

meningkatkan, mengalokasi dan 

menggunakan sumber daya moneter sejalan 

dengan  waktu dan juga menghitung resiko 

dalam menjalankan proyek mereka.  

d. Penanaman modal, Penanaman modal adalah 

suatu yang berhubungan dengan keuangan 
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dan ekonomi, berkaitan dengan akumulasi 

suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan 

mendapatkan keuntungan di masa depan.  

e. Industri Industri adalah kelompok bisnis 

tertentu yang memiliki teknik dan metode 

yang sama dalam menghasilkan laba.  

f. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan 

intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul 

bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan 

suatu produk atau proses yang berguna 

untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah 

hak untuk menikmati secara ekonomis hasil 

dari suatu kreativitas intelektual.  

 

Kelebihan Arbitrase 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai 

menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Kecepatan dalam proses  

Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, 

yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada 

arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan 

jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan 

ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan 

arbitrase yang dipilih. Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 

menyebutkan: “Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase 

harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan 

tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan 

tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase 

yang akan menentukan.” 



Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, 

sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi. 

Dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa 

terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau 

upaya hukum apa pun. Sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas 

disebutkan: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” 

Sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999, pihak yang 

kalah berhak mengajukan banding atas putusan arbitrase kepada 

Mahkamah Agung, yang memeriksa fakta-fakta dan penerapan 

hukumnya. Dengan demikian, putusan arbitrase tidak bersifat final 

dan mengikat para pihak sampai permohonan banding tersebut 

ditolak Selain itu, dalam pengaturan internasional, Pasal 35 ayat (1) 

Ketentuan-ketentuan Arbitrase UNCITRAL menyebutkan bahwa: 

An arbitral award, irrespective of the country in which it was 

made, shall be recognized as binding and shall be enforced. Jadi, 

putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan mengikat para pihak, tidak peduli di negara mana pun ia 

dijatuhkan. 

b. Pemeriksaan ahli di bidangnya 

Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, 

para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki 

pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang 



disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan 

yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat 

dipertanggungjawabkan kualitasnya. Hal itu dimungkinkan karena 

selain ahli hukum, di dalam badan arbitrase juga terdapat ahli-ahli 

lain dalam berbagai bidang misalnya ahli perbankan, ahli leasing, 

ahli pemborongan, ahli pengangkutan udara, laut, dan lain-

lain.Sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan persidangan di 

pengadilan ada kemungkinan hakim tidak menguasai suatu perkara 

yang sifatnya sangat teknis. 

 Hal ini disebabkan sebagian besar hakim di pengadilan 

memiliki latar belakang yang sama, yakni berasal dari bidang 

hukum, sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang 

bersifat umum (general knowledge) di bidang lainnya dan sulit bagi 

mereka untuk memahami hal-hal teknis yang rumit lainnya. 

c. Sifat konfidensialitas 

Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu 

dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka 

untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup 

tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, 

penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga 

kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 27 UU 

Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Semua pemeriksaan 



sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara 

tertutup.” 

Berbeda dari arbitrase, proses pemeriksaan dan putusan di 

pengadilan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum. Proses yang bersifat terbuka dapat merugikan para pihak 

yang bersengketa karena rahasia (bisnis) mereka yang seharusnya 

tertutup rapat diketahui oleh masyarakat luas. 

Sebagai perbandingan dapat dilihat Penjelasan UU Nomor 30 

Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga 

arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan. 

Kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a, Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin; 

b. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 

administratif dapat dihindari; 

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya 

mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang 

cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; 

d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk 

menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat 

penyelenggaraan arbitrase; dan 

e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak 

dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun 

langsung dapat dilaksanakan. 



Kekurangan Arbitrase 

a) Hanya untuk para pihak bona fide 

Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau 

pengusaha yang bona fide (bonafid) atau jujur dan dapat 

dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki 

kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, 

pihak yang dikalahkan harus secara suka rela melaksanakan 

putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang 

untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui 

arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih 

lama daripada proses di pengadilan. Misalnya, pengusaha yang 

dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia 

dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan stay of 

execution (penundaan pelaksanaan putusan) dengan membawa 

perkaranya ke pengadilan. 

Sering ditemui di dalam praktik bahwa para pihak, 

walaupun mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjian 

bisnisnya, tetap saja mereka mengajukan perkaranya ke 

pengadilan. Anehnya, meskipun telah terdapat klausul arbitrase di 

dalam perjanjian, masih ada pengadilan negeri yang menerima 

gugatan perkara tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 

Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Pengadilan Negeri wajib 

menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu 



penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, 

kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-

undang ini.” 

b) Ketergantungan mutlak pada arbiter 

Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan 

teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai 

dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki 

keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi 

majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para 

pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan 

bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya 

(pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). 

Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat 

merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam 

arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding). 

Meskipun semakin banyak ahli arbitrase yang 

mempertanyakan kewenangan mutlak arbiter serta putusannya 

yang bersifat final dan mengikat, penulis tidak sependapat; dan 

tidak melihat hal itu sebagai suatu kelemahan. Artinya, itu 

merupakan risiko yang seharusnya telah diantisipasi oleh para 

pihak, dan risiko tersebut harus diterima sejak awal ketika mereka 

memilih lembaga arbitrase. Oleh karena itulah para pihak 

diperkenankan untuk memilih sendiri arbiter (yang terbaik dan 



paling menguntungkan dirinya) yang akan menangani sengketa 

mereka. 

c) Tidak ada preseden putusan terdahulu 

Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya 

bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, putusan 

tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, sehingga 

tidak ada legal precedence atau keterikatan terhadap putusan-

putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase 

atas suatu sengketa terbuang tanpa manfaat, meskipun di 

dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari 

para arbiter terkenal di bidangnya. 

Secara teori hilangnya precedence tersebut juga dapat 

berakibat timbulnya putusan-putusan yang saling berlawanan atas 

penyelesaian sengketa serupa di masa yang akan datang. Hal itu 

akan mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas 

similia similibus, yaitu untuk perkara serupa diputuskan sama. 

d) Masalah putusan arbitrase asing 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional 

memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan 

pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang 

sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah 

terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil 



tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat 

dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di 

negara dari pihak yang dikalahkan.
24

 

2)   Negosiasi  

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu 

pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu 

kesepakatan antara, para peserta tentang hal yang dirundingkan. Hal 

yang sama dikemukakan oleh C. Chatterjee pada saat menyatakan:  

To negotiate means to „holdcommunication or 

conference for the purpose of arranging some 

matter bymutual agreement, to discuss a matter 

with a view to some settlement or compromise.
25

 

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa 

untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga 

sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi 

prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para 

pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya 

dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah 

berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, 

negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari 

sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya 

dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling 
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memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi 

sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang 

timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, 

penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, 

tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
26

 

Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu 

pelik, dimana para pihak beriktikad baik untuk secara 

bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika 

komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa 

saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, 

serta menjalin hubungan baik.  

Negoisasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini 

telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% 

sengketa di bidang bisnis tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. 

 Penyelesaiannya tidak win-lose, tetapi win-win. Karena itu 

pula, penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang 

memuaskan para pihak. 

Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis 

indonesia. Mayoritas pengusaha indonesia adalah pengusaha kecil dan 

menengah. Pada umumnya mereka tidak terlalu memedulikan kontrak, 

kurang begitu peduli terhadap bunyi klausal-klausal kontrak. Dalam 
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benak mereka, cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi 

tersebut.. mind set seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian 

sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa 

yang ada pada klausal kontrak. Kalau ada sengketa, mereka upayakan 

penyelesaiannya secara baik-baik, secara kekeluargaan.  

Kelebihan dan kekurangan negosiasi antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelebihan negosiasi 

1) Tidak melibatkan orang lain. 

2) Bebas dalam menentukan kesepakatan. 

3) Pihak dapat memantau sendiri proses penyelesaiannya. 

4) Menghindari perhatian publik. 

5) Win – Win solution. 

6) Dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa. 

b. Kekurangan negosiasi 

1) Tidak menjamin fakta-fakta ditetapkan dengan objektif. 

2) Tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu. 

3) Dapat gagal ketika salah satu pihak dalam posisi yang lemah.
27

 

3)  Konsiliasi   

Akhirnya, konsiliasi adalah proses dimana para pihak dalam 

sengketa setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator, yang 

kemudian bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah dalam upaya 

untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Konsiliasi berbeda dari 
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arbitrase dalam proses konsiliasi, dalam dan dari dirinya sendiri, tidak 

memiliki legal standing, dan konsiliator biasanya tidak memiliki 

kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi-saksi, 

biasanya menulis ada keputusan, dan tidak membuat penghargaan. 

Konsiliasi berbeda dari mediasi di bahwa tujuan utama adalah 

untuk mendamaikan,sebagian besar waktu dengan mencari konsesi. 

Dalam mediasi, mediator mencoba untuk memandu diskusi dengan 

cara yang mengoptimalkan kebutuhan pihak, mengambil perasaan 

memperhitungkan, dan reframes representasi.
28
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